BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   28  TAHUN 2007
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sispil berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan pada setiap bulannya; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;



	Mengingat  :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;
12. Peraturan Bupati Bantul  Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2006;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

	
	MEMUTUSKAN



	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2007


Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

Eselon II.a
Sebesar
: Rp. 525.000,00  /bulan

Eselon II.b
Sebesar
: Rp. 450.000,00 /bulan

Eselon III
Sebesar
: Rp. 375.000,00 /bulan

Eselon IV
Sebesar
: Rp. 300.000,00 /bulan

Eselon V
Sebesar
: Rp. 225.000,00 /bulan

Gol. III dan IV
Sebesar
: Rp. 180.000,00 /bulan

Gol. I dan II
Sebesar
: Rp. 150.000,00 /bulan

Pasal 3

(1).  Sebagian dari Tambahan Penghasilansebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disimpan dalam bentuk tabungan di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Bantul dalam rangka kepedulian terhadap para pedagang kecil dan dipotong langsung dari Tambahan Penghasilan  yang diterima dengan ketentuan :
1. Eselon II dan III
Sebesar
: Rp. 50.000,00/bulan

2. Eselon IV dan V
Sebesar
: Rp. 25.000,00/bulan
3. Gol. I, II, III dan IV
Sebasar
: Rp. 15.000,00/bulan

(2).  Tabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil setelah mengendap minimal 1 (satu) tahun.
Pasal 4
Berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, maka akan dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila :

1. Terlambat masuk tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% perhari;

2. Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% perhari;

3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 4% perhari.

Pasal 5
Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tambahan Penghasilan apabila :

1. Cuti diluar tanggungan negara;

2. Cuti Besar (sesuai jumlah hari yang diambil);

3. Cuti bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ke-3 (tiga) atau lebih;

4. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan Ibadah Haji;

5. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Tugas Belajar lebih dari 6(enam) bulan;

6. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi perangkat desa;

7. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul atau yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;

8. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil bebas tugas (BT);

9. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

10. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasab Jabatan, maka Tambahan Penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah 2 (dua) tahun menjalani hukuman;
11. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin.

Pasal 6
Pelaksanaaan ketentuan sebagaimana dimakud pasal 4 (empat) Peraturan Bupati ini menjadi Tanggungjawab Kepala Instansi masing-masing untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.
Ditetapkan di  B A N T U L

Pada tanggal   28 Mei  2007
BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor   :   29 Tahun 2007
Tanggal :   28 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Drs. GENDUT SUDARTA, KD, BSc, MMA
      Pembina Utama Muda, IV/c

              NIP. 490017858

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR             TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER PTT, BIDAN PTT DAN GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan pada setiap bulannya bagi pegawai dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007



	Mengingat  :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun  1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;
11. Peraturan Bupati Bantul  Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2006;
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

	
	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI DOKTER PTT, BIDAN PTT DAN GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2007


Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan adalah :

Dokter PTT
Sebesar
: Rp.                 /bulan

Bidan PTT
Sebesar
: Rp.                 /bulan

Guru Bantu
Sebesar
: Rp.                 /bulan

Pasal 3

Kriteria beban kerja dan prestasi kerja yang digunakan sebagai dasar pemberian Tamabahan Penghasilan adalah sebagai berikut :

c. Kriterian Beban Kerja :

1. 

2. 

3. 

b. Kriterian Prestasi Kerja :

1. 

2. 

3. 

Pasal 4
(1) Sebagaian dari Tambahan Penghasilan tersebut disimpan dalam bentuk tabungan di Perusahaan Daerah BPR Bank pasar Bantul dalam rangka kepedulian terhadap para pedagang kecil dan dipotong langsung dari tunjangan yang diterima dengan ketentuan Gol. I, II, III dan IV Sebesar Rp. 15.000,00/bulan.

(2) Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diambil setelah mengendap minimal 1 (satu)   tahun.

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan jam kerja yang diberlaku bagi Pegawai Negeri Sipil maka akan dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilannya apabila :

1. Terlambat masuk tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% perhari;
2. Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% perhari;
3. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 4% perhari.
Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tambahan Penghasilan apabila :

1. Cuti diluar tanggungan negara;

2. Cuti Besar (sesuai jumlah hari yang diambil);

3. Cuti bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ke-3 (tiga) atau lebih;

4. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi perangkat desa;

5. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul atau yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;

6. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil bebas tugas (BT);

7. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan setelah masa pembinaan 1(satu) tahun dan tingkat berat  tidak mendapatkan Tunjangan Kesejahteraan setelah masa pembinaan 2(dua) tahun;
8. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin. Untuk hukuman disiplin Pembebasan Jabatan dapat dipertimbangkan mendapatkan Tambahan Penghasilan setelah masa pembinaan 1(satu) tahun berdasarkan penilaian dari atasan langsung.

9. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Pemberhentian Sementara.

Pasal 6

Pelaksanaaan ketentuan sebagaimana dimakud pasal 4 (empat) Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab Kepala Instansi masing-masing untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan akan diatur kemudian.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  B A N T U L

Pada tanggal   1  Januari 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor  :

Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Drs. GENDUT SUDARTA, KD, BSc, MMA
      Pembina Utama Muda, IV/c

              NIP.490017858







